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ABSTRAK 

Pembangunan inklusif merupakan agenda penting dalam kebijakan publik modern, khususnya dalam 

konteks wilayah berkembang yang masih menghadapi ketimpangan spasial, keterbatasan akses 

layanan dasar, serta eksklusi kelompok rentan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah 

kepulauan menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, terutama terkait keterbatasan 

konektivitas antarwilayah dan ketimpangan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan sosial 

ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

pembangunan inklusif berbasis infrastruktur terhadap dampak kemiskinan, pengangguran, dan 

ketimpangan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

metode kualtitatif interpretatif dengan memanfaatkan data dokumen sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di NTT telah mengalami peningkatan, namun 

masih terdapat ketimpangan distribusi dan kualitas jalan antarwilayah, termasuk keberadaan segmen 

jalan rusak dan rusak berat yang berpotensi menghambat mobilitas dan akses layanan publik. Kondisi 

tersebut berkorelasi dengan dinamika kemiskinan yang masih relatif tinggi serta belum menunjukkan 

penurunan yang signifikan dalam periode 2014–2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada 

periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan meningkat, disertai perbedaan 

karakteristik pengangguran antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara laki-laki dan 

perempuan. Dari aspek gender, perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di NTT menunjukkan tren 

penurunan, namun indikator kesehatan reproduksi masih memperlihatkan tantangan dalam 

mewujudkan pembangunan manusia yang lebih setara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya menghasilkan dampak inklusif secara optimal, 

sehingga diperlukan penguatan integrasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur mampu 

mendorong pemerataan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketimpangan 

gender secara berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Gender; Infrastruktur; Kemiskinan; Pembangunan Inklusif; Pengangguran 

 

ABSTRACT  

Inclusive development has become a crucial agenda in modern public policy, particularly in developing 

regions that continue to face spatial inequality, limited access to basic services, and the exclusion of 

vulnerable groups. East Nusa Tenggara (NTT) Province, as an archipelagic region, encounters complex 

development challenges, especially related to interregional connectivity constraints and infrastructure 

disparities that affect the socio-economic welfare of its population. This study aims to analyze the 

implementation of infrastructure-based inclusive development policies and their impacts on poverty, 

unemployment, and gender inequality in East Nusa Tenggara Province. The research employs an 

interpretive qualitative approach using secondary document-based data. The findings indicate that 
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road infrastructure development in NTT has improved, yet disparities remain in both the distribution 

and quality of roads across regions, including the persistence of damaged and severely damaged road 

segments that may hinder mobility and access to public services. These conditions correlate with 

poverty dynamics, which remain relatively high and have not shown a significant decline during the 

2014–2025 period. In addition, the open unemployment rate during 2023–2025 demonstrates 

fluctuations with an increasing tendency, accompanied by differences in unemployment characteristics 

between urban and rural areas as well as between men and women. From a gender perspective, the 

Gender Inequality Index in NTT shows a declining trend; however, reproductive health indicators 

continue to present challenges in achieving more equitable human development. This study concludes 

that infrastructure development in NTT has not yet produced optimal inclusive impacts, highlighting 

the need for stronger cross-sectoral integration to ensure that infrastructure development can promote 

welfare equity, expand employment opportunities, and sustainably reduce gender inequality. 
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Pendahuluan 

Pembangunan inklusif telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam kebijakan 

pembangunan modern (Aggarwal, 2021), terutama sebagai respons terhadap model 

pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan 

pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat (Rauniyar & Kanbur, 2010; Pouw & Gupta, 

2017). Dalam kerangka kebijakan publik, pembangunan inklusif tidak hanya menuntut 

peningkatan indikator ekonomi makro, tetapi juga menekankan pemerataan kesempatan, 

akses layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, pembangunan 

inklusif menempatkan kelompok rentan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan, 

termasuk masyarakat miskin, penganggur, serta kelompok perempuan yang masih 

menghadapi hambatan struktural dalam akses ekonomi dan sosial (Anggraini & Pratama, 

2025; Rizki et al., 2022). 

Salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan inklusif adalah 

pembangunan infrastruktur yang tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik berupa 

jalan, jembatan, atau sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang 

menentukan akses terhadap pengentasan kemiskinan, pasar kerja, serta kesetaraan gender. 

Infrastruktur yang merata dan berkualitas dapat membuka isolasi wilayah, menurunkan 

biaya logistik, serta memperluas peluang usaha masyarakat (Sukwika, 2018). Pembangunan 

infrastruktur tidak selalu menghasilkan dampak inklusif apabila implementasinya tidak 

dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan wilayah tertinggal. 

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tantangan 

pembangunan khas, terutama karena sebaran pulau yang luas dan keterbatasan konektivitas 

antarwilayah. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur, 

khususnya jaringan jalan dan transportasi, menjadi faktor kunci dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan inklusif (Anggraini & Pratama, 2025). Infrastruktur dalam 

konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik penghubung antarwilayah, tetapi juga 

sebagai prasyarat akses masyarakat terhadap layanan dasar, distribusi logistik, serta mobilitas 

ekonomi. 
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Gambar 1. Peta Sistem dan Struktur di Provinsi NTT 

 
Sumber: Pemerintah Provinsi NTT, (2024) 

Kondisi spasial NTT sebagaimana tergambar dalam peta sistem dan struktur wilayah 

menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah tidak dapat dipahami hanya melalui satu 

pusat pertumbuhan, melainkan melalui jejaring distribusi yang melibatkan banyak simpul 

antar pulau (BPK, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan jalan, pelabuhan, dan 

jalur distribusi darat menjadi elemen penting agar pembangunan tidak terpusat hanya pada 

wilayah tertentu, melainkan menyebar secara lebih merata. 

Berdasarkan data panjang jalan menurut jenis permukaan, total panjang jalan Provinsi 

NTT pada tahun 2024 mencapai sekitar 2.650 km (PUPR, 2024). Dari jumlah tersebut, sebagian 

besar merupakan jalan beraspal, sementara sisanya masih berupa jalan tidak beraspal. 

Meskipun dominasi jalan beraspal dapat dilihat sebagai indikator adanya pembangunan 

infrastruktur yang cukup progresif, proporsi jalan tidak beraspal yang masih besar 

menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara 

merata. Ketimpangan ini tampak pada variasi panjang jalan antar kabupaten/kota, di mana 

beberapa wilayah memiliki jaringan jalan yang jauh lebih panjang dibandingkan wilayah lain. 

 
Tabel 1. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan di NTT (km), Tahun 2024 

 
Sumber: Kementerian PUPR, (2024) 
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Kualitas infrastruktur juga menjadi indikator penting yang menentukan efektivitas 

Pembangunan (Gu, 2017a). Data kondisi jalan menunjukkan bahwa sebagian besar jalan 

berada dalam kategori baik, namun masih terdapat segmen jalan rusak dan rusak berat dalam 

jumlah yang signifikan. Keberadaan jalan rusak berat menjadi persoalan serius karena 

berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, memperlambat distribusi barang dan jasa, 

serta menghambat mobilitas masyarakat menuju fasilitas publik. Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa persoalan pembangunan infrastruktur di NTT tidak hanya menyangkut pembangunan 

jalan baru, tetapi juga menyangkut aspek pemeliharaan dan rehabilitasi agar konektivitas 

yang telah dibangun dapat berfungsi secara berkelanjutan. 

 
Tabel 2. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Provinsi NTT (km), Tahun 2024 

 
Sumber: Kementerian PUPR, (2024) 

 

Distribusi atas kondisi jalan menunjukkan variasi antar wilayah. Kabupaten Kupang 

memiliki jalan kondisi baik tertinggi sebesar 244,49 km, disusul Timor Tengah Selatan sebesar 

226,18 km. Namun pada saat yang sama, beberapa wilayah juga menunjukkan angka 

kerusakan berat yang tinggi, seperti Kabupaten Kupang (69,27 km), Timor Tengah Selatan 

(60,80 km), serta Sumba Timur (56,99 km). Ini menegaskan bahwa tingginya panjang jalan 

tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas konektivitas, karena persoalan terhadap 

pemeliharaan dan rehabilitasi menjadi faktor penentu keberlanjutan infrastruktur. Secara 

ringkas berikut persentase kondisi jalan di Provinsi NTT 
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Gambar 2. Persentase Kondisi Jalan di Provinsi NTT, Tahun 2024 

 
Sumber: Kementerian PUPR, (2024) 

 

Pembangunan infrastruktur di NTT menunjukkan adanya kemajuan dari sisi capaian 

fisik, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses antarwilayah. 

Ketimpangan distribusi dan kualitas infrastruktur menjadi faktor yang dapat memperlemah 

tujuan pembangunan inklusif apabila tidak disertai kebijakan yang memastikan wilayah 

terpencil dan kelompok rentan memperoleh manfaat setara dari Pembangunan (Gu, 2017b). 

Selain persoalan infrastruktur, NTT juga menghadapi masalah sosial ekonomi yang 

masih cukup tinggi, terutama terkait kemiskinan dan pengangguran. Handoyo et al. (2021) 

menjelaskan tingginya angka kemiskinan menunjukkan jika pembangunan belum bisa 

sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, persoalan pengangguran mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi 

belum mampu menciptakan lapangan kerja produktif secara merata.  

Dalam perspektif pembangunan inklusif, dimensi gender juga menjadi faktor penting 

karena perempuan sering berada dalam posisi rentan dalam akses pendidikan, kesehatan, 

serta peluang ekonomi. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menjadi 

katalisator pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Hendra, et al, 2019). 

Keberhasilan kebijakan publik sering kali ditentukan bukan pada rancangan kebijakan, 

melainkan pada proses implementasi yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, 

koordinasi antaraktor, dan konteks sosial-geografis (Pressman & Wildavsky, 1973; Hill & 

Hupe, 2002; Yanow, 1996). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan 

pembangunan inklusif berbasis infrastruktur terhadap dampak kemiskinan, pengangguran, 

dan ketimpangan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat kebijakan pembangunan 

daerah yang lebih responsif, berkeadilan, serta menjangkau kelompok rentan secara lebih 

luas. 
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Metode  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk 

memahami dinamika implementasi kebijakan pembangunan inklusif di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Pendekatan interpretatif digunakan karena implementasi kebijakan 

dipandang bukan sebagai proses teknokratis yang linear (Noon, 2018), melainkan sebagai 

arena sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, negosiasi antaraktor, serta konteks 

geografis dan sosial-ekonomi (Ponelis, 2015). 

Data penelitian ini diambil dari data sekunder melalui analisis dokumen kebijakan, 

laporan pembangunan daerah, serta data statistik. Analisis data dilakukan dengan teknik 

analisis tematik melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, serta penarikan tema-

tema yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2016). Validitas data dijaga melalui 

triangulasi sumber untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan kondisi empiris 

(Sugiyono, 2019). 

Salah satu indikator pembangunan inklusif adalah kemampuan menurunkan tingkat 

kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan publik, pembangunan 

infrastruktur seharusnya menjadi instrumen yang mampu memperluas akses masyarakat 

miskin terhadap pusat ekonomi, dan peluang usaha (Ali & Yao, 2004). Infrastruktur yang 

memadai dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi dan membuka isolasi wilayah, 

sehingga masyarakat miskin tidak terjebak dalam keterbatasan akses (Rauniyar, 2010). 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di NTT dalam rentang 2014–2025 

menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang relatif sulit 

diturunkan secara signifikan. Meskipun terdapat dinamika naik-turun, tren kemiskinan di 

NTT memperlihatkan pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan 

dampak pemerataan kesejahteraan secara kuat. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Pengentasan Kemiskinan 

Salah satu indikator pembangunan inklusif adalah kemampuan menurunkan tingkat 

kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan publik, pembangunan 

infrastruktur seharusnya menjadi instrumen yang mampu memperluas akses masyarakat 

miskin terhadap pusat ekonomi, dan peluang usaha (Ali & Yao, 2004). Infrastruktur yang 

memadai dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi dan membuka isolasi wilayah, 

sehingga masyarakat miskin tidak terjebak dalam keterbatasan akses (Rauniyar, 2010). 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di NTT dalam rentang 2014–2025 

menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang relatif sulit 

diturunkan secara signifikan. Meskipun terdapat dinamika naik-turun, tren kemiskinan di 

NTT memperlihatkan bahwa pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya 

menghasilkan dampak pemerataan kesejahteraan secara kuat. 

 

 

 

 



MJPA : Musamus Journal of Public Administration  

 
http://ojs.uho.ac.id/index.php/pamarenda/index  68 
 

Gambar 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT 

 
Sumber: BPS, (2025) 

 

Ketimpangan infrastruktur antar wilayah berkontribusi terhadap stagnasi penurunan 

kemiskinan (Chakraborty, 2019). Wilayah yang memiliki jaringan jalan terbatas atau jalan 

rusak berat cenderung menghadapi hambatan akses menuju pasar, fasilitas pendidikan, serta 

pusat layanan kesehatan. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut akan menghadapi biaya 

transportasi yang lebih tinggi dan peluang ekonomi yang lebih sempit. Hal ini membuat 

kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan pendapatan, tetapi juga persoalan keterbatasan 

akses (Armah, et al, 2014). 

Pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya menghasilkan dampak inklusif 

karena manfaatnya belum menjangkau masyarakat miskin secara merata. Hal ini 

menunjukkan bahwa persoalan bukan pada tidak adanya aktivitas pembangunan, tetapi pada 

implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan manfaat 

pembangunan bagi kelompok miskin. 

 

2. Kesempatan Kerja 

Infrastruktur diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi karena dapat 

memperlancar mobilitas tenaga kerja, menarik investasi, serta meningkatkan aktivitas 

perdagangan (Berawi, 2017). Dalam kerangka ini, pembangunan infrastruktur seharusnya 

berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, baik melalui proyek pembangunan langsung 

maupun melalui efek pengganda ekonomi. 

Realitas data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT menunjukkan dinamika yang 

menarik. Pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2025, TPT NTT mengalami fluktuasi dan 

menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir. Pada Agustus 2025, TPT NTT 

tercatat sebesar 3,31 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun pembangunan 

berjalan, pasar kerja masih menghadapi tantangan dalam menyediakan kesempatan kerja 

yang stabil bagi penduduk usia produktif. 
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Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTT 

 
Sumber: BPS Provinsi NTT, (2025) 

 

Data TPT juga menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta 

antara wilayah perkotaan dan perdesaan. TPT perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding 

perdesaan, yang dapat mengindikasikan bahwa urbanisasi dan konsentrasi aktivitas ekonomi 

di kota tidak selalu sejalan dengan kemampuan kota menyerap tenaga kerja (BPS, 2025). 

Sementara itu, perbedaan TPT berdasarkan gender memperlihatkan bahwa perempuan 

menghadapi tantangan tersendiri dalam akses pekerjaan, terutama karena keterbatasan 

kesempatan kerja formal dan beban sosial yang lebih besar dibanding laki-laki. 

Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur belum dapat sepenuhnya 

menghasilkan transformasi ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. 

Infrastruktur memang membuka konektivitas, tetapi jika tidak disertai strategi penguatan 

sektor produktif, maka konektivitas hanya akan menjadi jalur mobilitas tanpa menghasilkan 

perluasan kesempatan kerja yang merata (Zoomers, 2018). Dengan demikian, pembangunan 

inklusif di NTT membutuhkan integrasi kebijakan infrastruktur dengan kebijakan 

ketenagakerjaan, pengembangan UMKM, penguatan sektor pertanian modern, serta 

penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah perkotaan. 

 

3. Ketimpangan Gender 

Pembangunan inklusif tidak hanya menuntut pemerataan pembangunan antar wilayah, 

tetapi juga menuntut pemerataan akses antar kelompok sosial, termasuk perempuan. 

Pembangunan yang tidak memperhatikan dimensi gender berpotensi memperkuat 

ketimpangan sosial (Popkova, 2020). Hal ini karena perempuan sering berada pada posisi 

yang lebih rentan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. 

Data tentang perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di NTT periode 2019–

2024 menunjukkan adanya tren penurunan nilai indeks. Penurunan tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai adanya perbaikan kondisi ketimpangan gender. Namun demikian, 

tren ini tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai keberhasilan penuh pembangunan 

inklusif, karena indikator ketimpangan gender juga sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan 

dan kesehatan yang masih belum merata antarwilayah. 
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Gambar 5. Indeks Ketimpangan Gender di NTT Tahun 2019-2024 

 
Sumber: BPS Provinsi NTT, (2024). 

 

Selain indeks ketimpangan gender, indikator dimensi kesehatan reproduksi 

menunjukkan adanya dinamika yang mengindikasikan tantangan serius dalam 

pembangunan manusia berbasis gender. Dimensi kesehatan reproduksi menjadi indikator 

penting karena menyangkut akses perempuan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta 

tingkat risiko kesehatan reproduksi di Masyarakat (Castor, 2020). 

 
Gambar 6 Indeks Kesehatan Reproduksi di NTT Tahun 2019-2024 

 
Sumber: BPS Provinsi NTT, (2024). 

 

Keterbatasan akses di infrastruktur jalan dan transportasi di wilayah terpencil dapat 

menyebabkan perempuan mengalami hambatan untuk memperoleh layanan kesehatan tepat 

waktu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki 

hubungan langsung dengan inklusivitas gender, terutama dalam akses layanan dasar yang 

sangat menentukan kualitas hidup perempuan. 
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Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat berdampak lebih berat bagi 

perempuan dibanding laki-laki (Pouw, 2017). Infrastruktur yang buruk tidak hanya 

meningkatkan biaya mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan dalam perjalanan, 

memperlambat akses terhadap fasilitas kesehatan, serta membatasi ruang gerak perempuan 

dalam aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus 

diposisikan sebagai instrumen yang responsif gender, yakni memastikan bahwa 

pembangunan jalan, transportasi publik, serta fasilitas layanan dasar dapat menjangkau 

perempuan secara aman dan mudah. 

 

Kesimpulan/ Conclusion 
Implementasi pembangunan inklusif berbasis infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur menunjukkan bahwa pembangunan jaringan jalan telah mengalami kemajuan, ditandai 

oleh dominasi jalan beraspal dan sebagian besar jalan berada dalam kondisi baik. Namun 

demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan karena masih 

terdapat proporsi jalan tidak beraspal serta segmen jalan rusak dan rusak berat yang cukup 

signifikan di beberapa wilayah. Ketimpangan distribusi dan kualitas infrastruktur ini 

mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT masih menghadapi tantangan 

dalam menjamin aksesibilitas yang setara antarwilayah. 

Dampak pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan memperlihatkan bahwa tren 

jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2014–2025 masih menunjukkan 

dinamika yang relatif tinggi dan belum mengalami penurunan yang konsisten. Hal ini 

menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berfungsi sebagai 

instrumen pemerataan kesejahteraan, terutama karena keterbatasan konektivitas di wilayah 

tertentu masih membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang 

ekonomi. 

Pada dimensi pengangguran, tingkat pengangguran terbuka di NTT periode 2023–2025 

menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir, disertai 

perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta perbedaan berdasarkan 

jenis kelamin. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur belum 

sepenuhnya terintegrasi dengan strategi penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan 

kerja, sehingga konektivitas fisik belum secara optimal mendorong transformasi ekonomi 

yang inklusif. 

Sementara itu, pada dimensi gender, perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di 

NTT periode 2019–2024 menunjukkan tren penurunan yang mengarah pada perbaikan 

kondisi kesetaraan. Namun, indikator kesehatan reproduksi masih memperlihatkan adanya 

tantangan dalam pencapaian pembangunan manusia yang setara. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pembangunan inklusif berbasis infrastruktur perlu disertai pengarusutamaan gender 

yang lebih kuat, terutama dalam memastikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, 

mobilitas yang aman, serta kesempatan ekonomi. 

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya menghasilkan dampak pembangunan 

inklusif secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang 

lebih terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan 

kesempatan kerja, serta strategi afirmatif berbasis gender agar manfaat pembangunan dapat 

dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT. 
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